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PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara
Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon |, 60 tahun, agama lIslam, pendidikan SD, pekerjaan swasta,
tempat tinggal di \ Kecamatan Samrinda Utara, Kota Samarinda,
sebagai Pemohon ;

Pemohon Il, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Samrinda
Utara, Kota Samarinda, sebagai Pemohon IlI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Il di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat permohonannya
bertanggal 12 Januari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Smd,

tanggal 12 Januari 2021, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah

dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami isteri, pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2009, di
Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dihadapan penghulu Bapak
M.Z. Aqgli, dengan wali nasab yaitu Amir (Ayah kandung Pemohon II),
disaksikan oleh dua orang saksi (lupa nama saksi) dengan mas kawin
berupa uang sebesar Rp. 500.000,-. Bahwa pada saat akad nikah
dilaksanakan, Pemohon | berstatus duda berdasarkan akta cerai dari
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Pengadilan Agama Sangata dengan Nomor : 26/AC/PA.Sgt sedangkan
Pemohon |l berstatus janda (suami sebelumnya meninggal dunia
berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Tanah Merah Nomor :
478.3/21.Kesra-KTM./IV/2014;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon | dan Pemohon Il
sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya
suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah
dikaruniai 1 anak bernama Anak 09 Septembver 2009;

3. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il dan
selama itu pula Pemohon | dengan Pemohon Il tetap beragama Islam;

5. Bahwa sampai saat ini Pemohon | dengan Pemohon Il belum pernah
menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Setelah Pemohon | dengan Pemohon Il menghubungi Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara  Kota
Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut
tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda
Utara Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Nomor:
0026/KUA.16.01.05/PW.00/1/2020, tanggal 07 Januari 2021;

6. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan
Pemohon | dan Pemohon Il belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan
untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai
persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon II

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan
yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
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2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon | (Darwan Yunus bin Yunus)
dengan Pemohon Il (Darwan Yunus bin Yunus), yang dilaksanakan
pada tanggal 31 Januari 2009, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota
Samarinda;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon | dan Pemohon II
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon |
dan Pemohon Il, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon
| dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon | dan Pemohon I
yang juga telah diakui sendiri oleh Pemohon | dan Pemohon Il di persidangan,
para Pemohon ternyata masih tidak dapat menyebutkan nama-nama saksi
pernikahan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun
pernikahan, yaitu adanya 2 orang saksi;

Bahwa atas hal tersebut di atas, Majelis sepakat akan menjatuhkan
Penetapan terhadap perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon |
dan Pemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di
atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 Huruf (a) Angka (22) Penjelasan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Ayat (2), (3) dan
(4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan
Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mendalilkan domisili
para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda,
maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku Il
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini
merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dipanggil secara
resmi dan patut dan telah hadir pada hari dan tanggal sidang yang telah
ditetapkan. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 145
angka (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat
permohonannya pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 31 Kamiaro 2009 di
Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut
hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut
ketentuan hukum perkawinan, namun tidak tercacat pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan setempat, dan pada saat menikah Pemohon | berstatus
duda cerai, sedangkan Pemohon Il berstatus janda;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon |
dan Pemohon Il dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7
ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan
Pemohon | dan Pemohon Il, dan berdasarkan hal tersebut telah ternyata para
Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam
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perkara ini (persona standi in judicio) dan karenanya Pemohon | dan
Pemohon Il mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan
sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14
sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai
syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon
yang juga telah diakui sendiri oleh para Pemohon di persidangan, maka oleh
karena para Pemohon tidak dapat dapat menyebutkan nama-nama saksi
pada saat para Pemohon menikah, maka dapatlah dinyatakan bahwa pada
saat pernikahan di bawah tangan tersebut tidak terbukti adanya saksi nikah
yang merupakan rukun dalam sebuah pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya 2 orang saksi nikah merupakan rukun dari
sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan
sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan
dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-

Baihagi dari Ibnu Mas’ud ra yang berbunyi :
Sl SV oy ade 1 o 1 Jgesy JU6 106 gm0
(el sk ilioly, ) Jis (gialiy
Artinya: Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah

SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali

nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthni dan al-Baihaqi);

Menimbang, bahwa karena pernikahan di bawah tangan para Pemohon
tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka Majelis Hakim sepakat

menyatakan menolak permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon | dengan

Pemohon Il telah dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan hukum
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perkawinan dan tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
kepada Pemohon | dan Pemohon Il dapat melakukan pernikahan baru,
dengan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama
Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon | dan Pemohon II,
dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon lI;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 M.
bertepatan tanggal 15 Jumadilakhir 1442 H, oleh Drs. Rusliansyah, S.H.,
sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan H. Muhammad
Rahmadi, S.H., M.H.l.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim
Anggota tersebut, dibantu Dra. Hj. Safiah, M.H., sebagai Panitera Pengganti,

yang dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,
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Drs. Rusliansyah, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H. H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 170.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 12.000,00

Jumlah : Rp 292.000,00

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
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